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BAB 1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara Hukum yaitu Negara yang berdiri di atas hukum
yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Negara Hukum bersandar pada
keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang adil dan
baik'. Sesuai dengan ketentuan Undang — Undang Dasar NKRI tahun 1945 bahwa
Negara Kesatuan Republik Indonesia Merupakan Negara Hukum, sehingga setiap
perbuatan harus sejalan dengan hukum yang berlaku. Kita ketahui bahwa hukum ikut
berkembang seiring dengan permasalahan yang terjadi dimasyarakat.> Meskipun
hukum mengikuti perkembangan kehidupan masyarakat tetapi melihat dewasa ini
tidak dapat menjadi tolak ukur akan minimalnya kejahatan, melihat kehidupan di
masyarakat cukup banyak permasalahan yang timbul akibat kejahatan baik itu yang
mendatangkan kerugian pada individu , masyarakat maupun negara.

Salah satu contoh permasalahan yang sering terjadi di masyarakat adalah
kejahatan pemalsuan dan menggunakan surat palsu. Sama halnya dengan kasus
menggunakan surat palsu ini, untuk mencalonkan dirinya sebagai anggota legislatif,
Pelaku memerlukan bantuan orang lain untuk memalsukan surat sebagai syarat
administrasi dari pencalonan sebagai calon anggota legislatif. Salah satu jenis

kejahatan yang dikenal dalam KUHP adalah kejahatan pemalsuan dan menggunakan

; ﬂ.’d:r:ll chazawi.2001.Pelajaran Hukum Pidana I. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta
i m 2 v ~ e




surat palsu, dimana pada awalnya pembentukan peraturan pidana ini bertujuan tujuan
untuk melindungi kepentingan hukum publik perihal kepercayaan terhadap kebenaran
suatu surat atau akte otentik.

Menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan merupakan salah satu tindak
pidana yang telah diatur dalam Pasal 263 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:
(1) Barangsiapa membuat secara palsu atau memalsukan suatu surat yang dapat
menimbulkan suatu hak, suatu perikatan atau suatu pembebasan utang, ataupun yang
dimaksud untuk membuktikan suatu kenyataan, dengan maksud untuk
menggunakannya sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan atau untuk membuat
orang lain menggunakan surat tersebut, maka jika dari penggunaannya dapat
menimbulkan suatu kerugian, karena bersaléh melakukan pemalsuan surat, dipidana
dengan pidana penjara selama-lamanya enam tahun.
(2) Dipidana dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja menggunakan
surat tersebut sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan, jika dari penggunaannya
dapat menimbulkan suatu kerugian.

Menurut Prof. Van Hamel, jika di dalam suatu rumusan ketentuan pidana
disyaratkan bijkomend oogmerk atau suatu maksud lebih lanjut, maka mau tidak mau
tindak pidana yang dimaksudkan di dalamnya harus dilakukan dengan sengaja,

walaupun unsur kesengajaan itu tidak dinyatakan dengan tegas sebagai salah satu

unsur dari tindak pidana yang bersangkutan.’

3 T
Van Hamel, Inleiding Tot De Studie Van Het Nedelandse hlm 292: lamintang. Dasar-D
Hukum Pidana Indonesia, him 303 ; e



Tindak pidana pemalsuan merupakan suatu bentuk kejahatan yang cukup
banyak dilakukan oleh masyarakat dengan atau tanpa suatu alat, dikarenakan di era
modern saat ini, kemajuan teknologi yang semakin pesat yang dapat menunjang
pelaku kejahatan sehingga lebih mudah melakukan suatu tindak pidana pemalsuan
atau menggunakan surat palsu.

Surat adalah sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi tertulis oleh
suatu pihak kepada pihak lain. Fungsinya mencakup lima hal: sarana pemberitahuan,
permintaan, buah pikiran, dan gagasan, alat bukti tertulis, alat pengingat, bukti
historis, dan pedoman kerja.

Pemalsuan berasal dari kata palsu yang berarti perbuatan yang melanggar
hukum dan merugikan orang lain baik diri sendiri maupun orang lain, palsu dan
sebagainya dengan maksud untuk menyesatkan,mengakali atau mencari keuntungan.
Pemalsuan merupakan suatu tindakan yang merugikan orang lain sehingga termasuk
kedalam tindakan yang dapat dikenakan hukuman pidana®.

Tindak pidana memalsukan atau membuat surat palsu suatu surat yang dapat
menimbulkan suatu hak, suatu perikatan, suatu pembebasan utang atau yang
dimaksud untuk membuktikan suatu kenyataan itu, merupakan tindak pidana pertama

dari tindak pidana pemalsuan surat yang diatur dalam Bab-XII dari Buku ke-Il

KUHP.?

* Musdalifa R,2013,Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggunaan ljazah
Palsu,Sarjana,Fak.Hukum,unhas,Hal 1

Lamintang,2009,Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat,Alat
Pembayaran, Alat Bukti,dan Peradilan, Jakarta Sinar Grafika, him 6




Definisi bijkomend oogmerk pada tindak pidana pemalsuan surat yang
dimaksudkan didalam ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 263 ayat (1) KUHP
ialah maksud untuk menggunakannya sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan
atau untuk membuat orang lain menggunakan surat tersebut.® Kejahatan
menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan merupakan kejahatan yang timbul
dikarenakan adanya surat palsu, yang diartikan dengan surat disini ialah segala surat
baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik. Dengan
adanya ketentuan hukum yang mengatur kejahatan tersebut,maka sespai dengan
fungsinya hukum sebagai alat pengendali sosial dan pemidanaan sebagai suatu upaya
represif untuk menanggulangi kejahatan.

Menurut almarhum Prof. Satochid Kartanegara, perbedaan antara membuat
surat palsu dengan memalsukan ialah bahwa:

a. pada perbuatan membuat secara palsu pada mulanya tidak terdapat sepucuk surat

apapun, tetapi kemudian telah dibuat sepucuk surat yang isinya bertentangan dengan

kebenaran;

bertentangan dengan yang aslinya’.

® Ibid., him 304 :
? Lamintang,2009 Kejahatan Membahayakan Ke
Pembayaran, Alat Bukti dan Peradilan, Sinar Grafika,Jaka




Kenyataannya sekarang kecurangan dalam dunia pendidikan sudah menjadi
penyakit akhlak yang belum ada obatnnya,dan itu semua sudah menjangkit di semua

jenjang pendidikan. Tidak hanya para peserta didik, namun pemerintah dan anggota

legislatif pun tak luput dari perbuatan curang dalam dunia pendidikan. Contohnya
gelar atau ijazah pendidikan yang dipalsukan digunakan hanya untuk bisa menjadi
pejabat atau untuk melamar kerja. Kasus menggunakan ijazah palsu ini sangat
menarik untuk dicermati.

Berdasarkan pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang ‘
Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi sebagai berikut :
(1) Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar
akademik,profesi, dan/atau vokasi yang terbukti palsu dipidana dengan pidana
penjara palinglama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
(2) Setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak menggunakan ijazah dan/atau
sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) dan ayat (3)

yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau

pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).8
Anggota legislatif adalah salah satu pejabat negara yang seharusnya
memeberikan contoh yang baik bagi masyarakat. Lembaga Legislatif di Indonesia m

meliputi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). DPR merupakan lembaga perw:

® Rofiq jalal, 2015, Sistem Pendidikan Nasional, artikel dari https://www.
10615062/SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL, diakses pada tanggal 20 a|


https://www.academia.edu/

rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara. Anggota DPR berasal dari
anggota partai politik peserta pemilu yang dipilih berdasarkan hasil pemilu. DPR
berkedudukan di tingkat pusat, sedangkan yang berada di tingkat provinsi disebut
DPRD provinsi dan yang berada di kabupaten/kota disebut DPRD kabupaten/kota.9

Untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, tentunya kita harus
terlebih dahulu mempersiapkan kelengkapan syarat administratif nya. Salah satu
kelengkapan administratif nya menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 Pasal
51 ayat 2 huruf b yaitu bukti kelulusan pendidikan terakhir berupa ijazah, surat tapda
tamat belajar, sertifikat kelulusan, atau surat keterangan lain yang didelegasi oleh
satuan pendidikan atau program pendidikan menegah. Namun dalam hal ini banyak
orang yang melakukan kejahatan melakukan pemalsuan surat seperti ijazah untuk
mencalonkan dirinya sebagai anggota legislatif. y

Teori-teori pemidanaan berkembang mengikuti dinamika kehidupan
masyarakat sebagai reaksi dari timbul dan berkembangnya kejahatan itu sendiri yang
senantiasa mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa. Dalam dunia
ilmu hukum pidana itu sendiri, berkembang beberapa teori tentang tujuan
pemidanaan, yaitu teori absolut (retributif), teori relatif (deterrencelutilitarian), teori

penggabungan (integratif),teori treatment dan teori perlindungan sosial (social




defence). Teori-teori pemidanaan mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang
hendak dicapai di dalam penjatuhan pidana'o.

Adapun contoh kasus terkait dengan menggunakan surat palsu untuk
mencalonkan diri sebagai anggota legislatif sebagaimana yang hendak diteliti adalah
terjadinya tindak pidana menggunakan surat palsu yang dilakukan oleh anggota
DPRD Lampung Utara. Seperti yang terjadi dalam kasus putusan Nomor:
185/Pid.B/2012/PN.KB tentang menggunakan surat palsu, yang diatur dan diancam
pidana sesuai dengan Pasal 263 ayat (1) dan Pasal 263 ayat (2) KUHPidana da_n
diancam pidana selama 6 (enam) tahun penjara.!' Dalam putusan ini, terdakwa
PARNO WIBOWO Bin MARTOREJO pada tahun 2006 sampai tahun 2008 atau
setidak-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2006 sampai dengan tahun 2008
bertempat di Desa Trimodadi Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara
atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum
Pengadilan Negeri Kotabumi, telah membuat surat palsu atau memalsukan surat
berupa buku rapor SMA Praba atas nama NGATIJO (laporan penilaian hasil belajar
SMA) yang dapat menimbulkan sesuatu hak, yang diperuntukan sebagai bukti
daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain

memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu.

'° Dwidja Priyanto,2009, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia, Bandung : PT.
Rafika Aditama, Him 22




Bila

Selain dari contoh kasus diatas, berikut kasus yang dijadikan contoh kedua
dalam penulisan skripsi ini, yaitu Putusan Nomor: 48/Pid.B/2015/PN.LGS kasus ini
dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:'> Bahwa terdakwa AMIRULLAH
Bin Alm CUT AMAT pada tanggal 10 April 2013 atau setidak-tidaknya pada waktu
lain dalam tahun 2013 bertempat di kantor Hanura Gp. Blang Kecamatan Langsa
Kota atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih berada dalam daerah hukum
Pengadilan Negeri Langsa, menggunakan ljazah, sertifikat kompetensi, .gelar
akademmik, profesi dan atau vokasi yang terbukti palsu.

Dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, jaksa penuntut umum
menuntut dan menyatakan bahwa Terdakwa PARNO WIBOWO bin MARTOREJO
dengan putusan Nomor:185/Pid.B/2012/PN.KB dan Terdakwa AMIRULLAH bin
CUT AMAT dengan Putusan Nomor: 48/Pid.B/2015/PN.LGS telah terbukti secara
sah meyakin bersalah melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu
sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHP. Setelah
melihat fakta-fakta yang ada, hakim menimbang bahwa terdakwa PARNO WIBOWO
bin MARTOREJO dengan Putusan Nomor: 185/Pid.B/2012/PN.KB dan Terdakwa
AMIRULLAH bin CUT AMAT dengan Putusan Nomor: 48/Pid.B/2015/PN.LGS
telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut
sebagaimana yang telah didakwakan Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan kedua.

Adapun contoh lain dari kasus menggunakan surat palsu dalam kasus putusan

Nomor: 63/Pid.sus/2014/PT.Jap tentang menggunakan surat palsu yang diatur dan




diancam pidana sesuai dengan pasal 298 UU nomor 8 tahun 2012 dan dipidana
selama 3 (tiga) bulan penjara dan denda sebesar 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)."?
Dalam putusan ini, terdakwa REGINA ANI MANDIBONDIBO sekitar bulan maret
2013 ikut mencalonkan sebagai anggota legislatif DPRD kota jayapura masa bhakti
Tahun 2014-2019. Bahwa untuk memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan
oleh peraturan KPU, terdakwa kemudian melengkapi berkas-berkas persyaratan
tersebt dan menyerahkan ke sekretariat partai demokrat kota jayapura untuk diseleksi
dan dianggap sah. Bahwa setelah ditetapkan sebagai daftar caloq anggota legislatif;
terdakwa selanjutnya dinyatakan terpilih dan ditetapkan sebagai anggota legislatif
terpilih DPRD Kota Jayapura.

Bahwa dalam masa pemilihan anggota legislatif terszbut ternyata oleh panitia
pengawas pemilu legislatif Kota Jayapura menemukan pelanggaran yang dilakukan
oleh terdakwa, dimana terdakwa dalam verifikasi administrasi dokumen berupa
[jazah Paket C yang dikeluarkan oleh dinas pendidikan dan pengajaran Kabupaten
Monokwari dinyatakan Tidak sah/Palsu. Dan daftar peserta kelulusan UAN Paket C
periode oktober 2004 kabupaten monokwari kecamatan monokwari yang ditanda
tangani oleh kepala seksi kursus dan keterampilan sub dinas pendidikan luar sekolah
pada dinas pendidikan provinsi papua barat dimana terdakwa REGINA ANJ

MANDIBONDIBO tidak pernah terdafiar sebagai peserta UAN paket C.




Melihat dari beberapa kasus diatas, menimbulkan minat untuk mengetahui
lebih jauh mengenai perkara-perkara penegakan hukum bagi para pelaku y@g terllbat
dalam tindak pidana menggunakan surat palsu untuk mencalonkan diri sebagai’
anggota legislatif. Alasan memilih contoh Putusan Hakim dari Pengadilan Negeri
Kota Bumi dan Kota langsa karena dalam kedua putusan ini, hakim yang
menyelesaikan perkara ini tidak mengaitkan kasus ini dengan Undang-Undang nomor
8 tahun 2012 pasal 298. Padahal pelaku dalam kasus menggunakan surat palsu ini
adalah anggota legislatif, yang seharusnya putusan ini juga diatur dalam UU No-'8.»‘ -

tahun 2012. Tetapi para hakim disini hanya menggunakan Pasal 263 KUHP.

gan judu

surat palsu tersebut, Oleh sebab itu perlu untuk melakukan penelitian den




B. Rumusan Masalah :

Nomor 48/Pid.B/2015/PN.LGS) ?
2. Bagaimana penerapan teori pemldanaan pada Putusan Nomor

185/Pid.B/2012/PN.KB dan Putusan Nomor 48/Pid.B/2015/PN.LGS ? ‘7

C. Tujuan Penelitian :
Bertolak dari permasalahan diatas, maka secara keseluruhan tujuan

ini adalah:



D. Manfaat Penelitian
Manfaat yang ingin dicapai penulis dalam penulisan skripsi ini terdiri atas
manfaat teoritis dan manfaat praktis :

A. Manfaat Teoritis

a. untuk mengembangkan ilmu pengetahuan serta menambah wawasaﬁ :
terutama utuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dikemukakan
dalam perumusan masalah di atas, yaitu dasar pertimbangan hakim pada
tindak pidana menggqnakan surat palsu_ untuk .mencalonkan diri sebagal
anggota legislatif dan penerapan teori pemidanaan pada tindak pid:;ii;'a;
menggunakan surat palsu untuk mencalonkan diri sebagai anggota legisla

b. untuk menambah ilmu pengetahuan bagi pengembangan dibidang"

B. Manfaat Praktis

a. Hakim

lagi.

b. Anggota Legislatif

ny e o 1
ak melakuka
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c. Masyarakat

Untuk memberikan suatu ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan

menggunakan surat palsu untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatiif.

E. Ruang Lingkup

Dalam putusan perkara pada penelitian ini hanya membahas tentang tindak
pidana menggunakan surat palsu untuk mencalonkan diri sebagai anggota
legislatif, agar pembahasan skripsi ini_ tidak meluas maka penu!is membatasi
pembahasan dengan membahas tentang Bagaimana dasar pertimbangan hakim
pada tindak pidana menggunakan surat palsu untuk mencalonkan diri sebagai
anggota legislatif (Studi Kasus Putusan Nomor 185/Pid.B/2012/PN.KB dan
Putusan Nomor 48/Pid.B/2015/PN.LGS) dan Bagaimana penerapan teori

pemidanaan pada putusan Nomor 185/Pid.B/2012/PN.KB dan Putusan Nomor

48/Pid.B/2015/PN.LGS.

F. Kerangka Teori

Pemidanaan harus mempunyai tujuan dan fungsi yang dapat menjaga
keseimbangan individu dengan kepentingan masyarakat untuk mencapai
kesejahteraan bersama. Oleh karena itu dalam menjatuhkan pidana haruslah

menjamin kemerdekaan individu dan menjaga supaya pribadi manusia tetap

dihormati.




menetapkan suatu tindak pidana tidak terlepas dari tujuan politik kriminal. Dalam arti
keseluruhan yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Oleh
karena itu untuk menjawab dan mengetahui tujuan serta fungsi pemidanaan, maka
tidak terlepas dari teori-teori tentang pemidanaan yang ada.'*
1. Teori Pemidanaan
Menurut Satochid Kartanegara dan pendapat-pendapat para ahli hukum,
mengemukakan teori pemidanaan atau penghukuman dalam hukfxm pidz'ma dikenall_-i
dengan tiga aliran, yaitu:' |
1. Absolute atau Vergeldings theorieen (vergelden/imbalan)
Aliran ini mengajarkan dasar dari pada pemidanaan harus dicari pada kejahh
itu sendiri untuk menunjukan kejahatan itu sebagai dasar hubungan "yamtnl"a :
melakukan perbuatan jahat.

2. Relative atau doel theorieen (doel/maksudnya tujuan)

Dalam ajaran ini yang dianggap sebagai dasar hukum d
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3. Vereningings theorieen (teori gabungan)

menjawab mengenai hakikat dari tujuan pemidanaan.
Menurut teori ini dasar hukum dari pemidanaan adalah terletak ada kejahatan itu
sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi disamping itu diakuinya pula
sebagai dasar pemidanaan itu adalah tujuan dari pada hukum. Sk
Dari beberapa definisi di atas diketahui :

a. Teori absolut atau Teori pembalasan
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Lebih lanjut Immanuel Kant, mengatakan bahwa pidana menghendaki agar
setiap perbuatan melawan hukum harus dibalas karena merupakan suatu keharusan
yang bersifat mutlak yang dibenarkan sebagai pembalasan. Oleh karena itu
konsekuensinya adalah setiap pengecualian dalam pemidanaan yang bertujuan
untuk mencapai tujuan tertentu selain pembalasan harus dikesampingkan. Hugo de
groot dengan mengikuti pendapat dari Phitagoras, menuliskan bahwa kita tidak
seharusnya menjatuhkan suatu pidana karena seseorang telah melakukan
kejahatan, akan tetapi untuk mencegah supaya orang jangan melakukan kejahatan
lagi."”

b. Teori Relative atau teori tujuan

Menurut teori ini penjatuhan pidana bukanlah sekedar untuk melakukan
pembalasan atau pengimbalan. Pengimbalan itu sendiri tidak mempunyai nilai
tetapi hanya sebagai sarana melindungi kepentingan masyarakat.

Lebih lanjut teori ini menjelaskan bahwa tujuan dari penjatuhan pidana adalah

sebagai berikut:'®

a. Teori menakutkan yaitu tujuan dari pidana itu adalah untuk menakut-nakuti

seseorang, sehingga tidak melakukan tindak pidana baik terhadap pelaku itu e

sendiri maupun terhadap masyarakat (preventive umum)

b. Teori memperbaiki yaitu bahwa dengan menjatuhkan pidana akan m_'_é -

para pelaku tindak pidana sehingga menjadi orang yang

'” Djoko Prakoso, 1988, Hukum Penintensier di Indonesia, Bandung, Ami
18 s P
Ruslan Saleh, 1983, Stelsel pidana indonesia, Jakarta, Aksara Baru, h
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lebih baik dari sebelum menjalani pidana.'®

c. Teori Gabungan

Tokoh utama yang mengajukan teori gabungan ini adalah Pellegrin Ro 7

Teori ini berakar pada pemikiran yang bersifat kontradiktif antara teo

dengan teori relatif.

tentang pemidanaan dari berbagai sudut pandang, yaitu:*

a. untuk menentukan benar dan atau tidaknya asas pembé




b. suatu tindak pidana menimbulkan hak bagi negara untuk menjatuhkan pidana

dan pemidanaan merupakan suatu kewajiban apabila telah memiliki tujuan

yang dikehendaki.

c. dasar pembenaran dari pidana terletak pada faktor tujuan yakni

mempertahankan ketertiban umum.

Lebih lanjut Rossi berpendapat bahwa pemidanaan merupakan pembalasan :

terhadap kesalahan yang telah dilakukan, sedangkan berat ringannya pemidanaan

-harus sesuai dengan justice absolut (keadilan yang mutlak) yang tidak melebihi

Jjustice sosial (keadilan yang dikehendaki oleh masyarakat), sedangkan tujuan yang

hendak diraih berupa:*'

a. Pemulihan ketertiban

b. Pencegahan terhadap niat baik untuk melakukan tindak pidana (general

preventive)

c. Perbaikan pribadi terpidana

d. Memberikan kepuasan moral kepada masyarakat sesuai rasa keadilan i

€. Memberikan rasa aman bagi masyarakat A
dengan demikian, teori gabungan berusaha memadukan konse ‘

dianut oleh teori absolut dan teori relatif, sehingga dapat ¢

tujuan pemidanaan disampingi penjatuhan pidana itu harus

SRR
%
7o

- membu:
AT
harus memberikan perlindungan.
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2. Teori Putusan Hakim ; S S

s

Pemahaman atas kekuasaan kehakiman yang merdeka, tidak lepas danpnns:pgbw

pertanyaan berupa:?
1. Benarkah Putusanku ini? IR ;
2. Jujurkah aku dalam mengambil keputusan?

3. Adilkah bagi pihak-pihak putusan? o

4. Bermanfaatkah putusanku ini?




sebagai berikut:**

1. Teori Keseimbangan

Teori keseimbangan disini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yan

e e S IRS G . i = - g e

| berkaitan dengan perkara, yaitu seperti adanya keseimbangan yang berkaltan 2
24 .
dengan masyarakat. S

2. Teori Pendekatan Seni dan Institusi

atau instuisi dari pada pengetahuan dari hakim.>

3. Teori Pendekatan Keilmuan
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putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan peringatan bahwa dalam
memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata hanya berdasarkan instuisi
atau instink semata, tetapi harus pula dilengkapi dengan wawasan keilmuan hakim
dan ilmu pengetahuan dalam menghadapi suatu perkara yang harus
diputuskannya.26
4, Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seseorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya
dalam menghadapi perkara yang pernah dihadapinya. Dengan pengalaman yang ia
punya, maka seseorang ha'lkim bfsa mengetahui bagaimana dampak dari putusan
yang dijatuhkan dalam suatu perkara yang berkaitan dengan pelaku korban dan
masyarakat.?’
5. Teori Ratio Decidendi

Teori Ratio Decidendi didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar,.yang?
mempertimbangkan segala segi aspek yang berkaitan dengan pokok perkara y ;

disengketakannya, kemudian mencari perundang-undangan yang relevan de




6. Teori Kebijaksanaan
Landasan teori ini menekankan pada rasa cinta terhadap nusa, bangsa, dan

juga tanah air indonesia serta kekeluargaan harus ditanam, dipupuk, dan juga

dibina. Menurut Made Shadi Astuti, teori ini mempunyai beberapa tujuan, yahxi; :
upaya perlindungan terhadap masyarakat dari suatu kejahatan, upaya perlindungan 3 -
| terhadap menggunakan surat palsu yang telah melakukan suatu tindak pidana,
untuk menanam solidaritas antara keluarga dengan masyarakat dalam rangka
mgndidik dan membina para pelaku tindak pidana menggunakan surat palsu untuk
mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dan sebagai pencegahan khusué

maupun umum.”

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian




2. Pendekatan Penelitian

undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. :

b. Pendekatan kasus (case approach) yang bertujuan untuk mempelajéri
penerapan norma hukum yang dilakukan dalam praktik hukum, khususny;_ff
% mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat
dalam Putusan Pengadilan Negeri terhadap perkara-perkara yang menjadl

fokus dalam penelitian ini. '

3. Sumber Bahan Hukum Penelitian

Sumber bahan hukum yang utama yang dipergunakan dalam penulisan s

ini diperoleh dari:

langsung dengan masalah yang diteliti.
Yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini y_aitﬁ: ;
- Undang-Undang Dasar 1945 ' 2l

Hukum Pidana

*! Peter Mahmud Marzuki,2005 Pen.

e ¥




Nasional,

- Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 atas perubahan Undang-Un_dan;

, Nomor 8 tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum

, - Putusan Pengadilan Nomor 185/Pid.B/2012/PN.KB dan Putusan

? Pengadilan Nomor 48/Pid.B/2015/PN.LGS. Mt

| b. Bahan Hukum Sekunder, s :

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah =

; - ﬁndang—ﬁndmg Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majéli
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, .Dt \ a
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

- Peraturan KPU Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan .
DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. |

c. Bahan Hukum Tersier

bahan hukum primer dan bahan hukum tersier. =~
- Bahan hukum tersier dapat berupa Kamus
maupun Kamus Hukum.

- Putusan Pengadilan

- Tulisan Ilmiah



4.

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

kepustakaan (library research), mengidentifikasi dan menginventarisa‘éi?_',
peraturan perundang-undangan meneliti bahan pustaka, membaca buku-b"uléq,i
dan sumber lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana menggunakan surat |
palsu untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, menyelek‘si:
bermacam-macam bahan yang mengandung sudut pandang yang berbeda dan
bertentangan dengan satu sama lain.*? |

Teknik Analisis Bahan Hukum

maka dilakukan pengolahan bahan-bahan hukum yang didapatkan dengan cara 5
53

analisis dan kontruksi.*?

Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan .

dianalisis secara kualitatif, yaitu dilakukan dengaﬁ

angan penul

?



interprestasi untuk menarik suatu kesimpulan dari permasalahan yané akaii A
diteliti.** :
Teknik Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunaka.t'l:i?_:
logika berfikir deduktif, dimana dengan menggunakan metode ini penarikan o
kesimpulan yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat khusus, kemudiaijf
ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum guna menjawab permasalahanff
Sistgmatika Penulisan

Skripsi ini ditulis dalam 4 (empat) bab yang dimana setiap babterd;

adalah sebagai berikut:

BAB 1 Pendahuluan : Bagian dimana awal dari penulisan skrij ;st

tujuan penelitian, manfaat penelitiati

SACEYAY i ;
penelitian, kerangka teori, me"tdde‘??”‘
L




dalam penelitian dari pendapat para ahli
pokok bahasan yang diteliti.

BAB III Pembahasan : Bagian ini merupakan inti dari penulisaﬁ s

pertimbangan  hakim  pada

BAB IV Penutup
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